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Tesisini meneliti tentang bagai mana perkembangan politik hukum Indonesia tentang bentuk negara
Indonesia sampai dengan Perubahan K etiga Undang-Undang Dasar 1945 dan apa pengaruh tiga perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 terhadap perkembangan politik hukum Indonesia tentang bentuk negara
Indonesia.

Untuk meneliti masalah tersebut dipergunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif analitis,
yaitu bertujuan untuk menggambarkan permasalahan perkembangan politik hukum Indonesia tentang bentuk
negara sampai dengan Perubahan K etiga Undang-Undang Dasar 1945.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya tuntutan untuk perubahan terhadap bentuk negara
Indonesia dari negara kesatuan republik menjadi negara federal tidaklah tepat mengingat dari sudut historis,
pemilihan bentuk Negara K esatuan Republik Indonesia merupakan kehendak dan keputusan rapat dari
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ("PPKI"), yang pada waktu itu bertugas menyusun undang-
undang dasar yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pemilihan dan penerapan
bentuk negarafederal di Indonesia berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama,
hanya berlangsung delapan bulan. Sedangkan munculnya tuntutan maupun pemikiran untuk mengubah
negara Indonesia menjadi negara federal |ebih diakibatkan karena adanya ketimpangan dalam pembagian
hasil pembangunan nasional pada daerah/provinsi/masyarakat tertentu.

Adapun kesimpulan utama yang diperoleh adalah perkembangan sampai dengan Perubahan K etiga Undang-
Undang Dasar 1945 telah membuktikan dan menunjukkan adanya kehendak yang kuat untuk tetap
mempertahankan dan malah mempertegas |bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan, dan bukan
negara federal. Namun memilih bentuk negara kesatuan yang tidak murni atau dapat Penulis sebut sebagai
"quasi-unitary state”" ("negara kesatuan dengan federal arrangement”), bukan bentuk, negara kesatuan
dengan sistinl desentralisasi (hak otonomi).


https://lib.ui.ac.id/detail?id=94963&lokasi=lokal

